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usaha, sehingga menghambat pengembangan dan keberlanjutan

usaha. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini

bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan usaha UMKM -
melalui peningkatan pemahaman dan pendampingan pengurusan
legalitas usaha. Metode pelaksanaan dilakukan melalui
pendekatan edukatif dan partisipatif, meliputi sosialisasi,
pelatihan, serta pendampingan teknis dalam pengurusan Nomor
Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission
(OSS). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan
pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha
serta meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha.
Kepemilikan legalitas terbukti memberikan dampak positif
terhadap peningkatan daya saing, akses permodalan, dan
keberlanjutan usaha UMKM. Kegiatan ini diharapkan dapat
menjadi  model  pendampingan  berkelanjutan = dalam
pemberdayaan UMKM di daerah.
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1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya
berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penopang utama
perekonomian masyarakat, khususnya di daerah. Kabupaten Lumajang merupakan salah
satu wilayah yang memiliki potensi UMKM yang cukup besar, tersebar di berbagai sektor
seperti perdagangan, kuliner, pertanian olahan, dan jasa. Namun, besarnya jumlah UMKM
tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pengelolaan usaha yang profesional dan
berkelanjutan. Salah satu permasalahan mendasar yang masih banyak dihadapi oleh pelaku
UMKM di Kabupaten Lumajang adalah rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha.
Banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi secara informal tanpa
memahami pentingnya legalitas sebagai fondasi pengembangan usaha jangka panjang.

Legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, sertifikasi halal, dan
perizinan pendukung lainnya, merupakan aspek penting yang memberikan kepastian
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hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya legalitas usaha, UMKM memiliki akses yang
lebih luas terhadap pembiayaan perbankan, program bantuan pemerintah, kemitraan
dengan pelaku usaha besar, serta peluang pemasaran yang lebih luas. Namun, pada
kenyataannya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pelaku UMKM enggan
atau belum mampu mengurus legalitas usaha, seperti keterbatasan pengetahuan, persepsi
bahwa proses perizinan rumit dan memakan biaya, serta minimnya pendampingan teknis.
Kondisi ini mengakibatkan UMKM sulit berkembang dan kurang mampu bersaing di
tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
dengan judul “Optimalisasi Pengembangan Usaha melalui Legalitas Usaha bagi UMKM di
Kabupaten Lumajang” menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya
legalitas usaha sebagai strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan. Melalui
pendekatan edukatif dan pendampingan, PKM ini diharapkan mampu membantu UMKM
dalam proses pengurusan legalitas usaha secara praktis dan sistematis. Dengan memiliki
legalitas usaha yang lengkap, UMKM di Kabupaten Lumajang diharapkan dapat
meningkatkan daya saing, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat posisi mereka
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan
melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten
Lumajang secara aktif. Kegiatan diawali dengan tahap identifikasi dan pemetaan
permasalahan UMKM terkait pemahaman dan kepemilikan legalitas usaha melalui
observasi dan diskusi awal. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai
pentingnya legalitas usaha, jenis-jenis perizinan usaha, serta manfaatnya bagi
pengembangan dan keberlanjutan usaha UMKM. Tahap berikutnya adalah pendampingan
teknis secara langsung dalam proses pengurusan legalitas usaha, seperti pembuatan Nomor
Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, serta pemberian bimbingan terkait persyaratan
administrasi yang dibutuhkan. Kegiatan ditutup dengan evaluasi untuk menilai
peningkatan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengelola usaha secara legal dan
berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Pentingnya Legalitas Usaha

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan
adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Lumajang
mengenai pentingnya legalitas usaha. Pada tahap awal kegiatan, sebagian besar peserta
masih memandang legalitas usaha sebagai aspek administratif semata yang tidak memiliki
pengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Banyak pelaku UMKM yang
beranggapan bahwa selama usaha dapat berjalan dan menghasilkan pendapatan, maka
legalitas bukanlah kebutuhan mendesak. Persepsi ini umumnya muncul akibat minimnya
akses informasi serta kurangnya pendampingan yang bersifat edukatif dan aplikatif.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara langsung, pelaku
UMKM mulai memahami bahwa legalitas usaha merupakan fondasi penting dalam
membangun usaha yang berkelanjutan. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk
kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum,
meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap berbagai program
pemerintah. Materi yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan contoh kasus nyata
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mampu membantu peserta memahami manfaat konkret dari kepemilikan legalitas usaha,
seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan sertifikasi pendukung lainnya.

Peningkatan pemahaman ini terlihat dari partisipasi aktif pelaku UMKM selama sesi
diskusi dan tanya jawab. Peserta mulai mengajukan pertanyaan terkait jenis perizinan yang
sesuai dengan skala usaha mereka, prosedur pengurusan, serta dampak legalitas terhadap
peluang pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari
yang sebelumnya pasif menjadi lebih terbuka dan proaktif terhadap pengelolaan usaha
secara legal. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan
memiliki kesadaran jangka panjang untuk menjadikan legalitas sebagai bagian integral dari
strategi pengembangan usaha mereka.

b. Peningkatan Kepemilikan Legalitas Usaha UMKM

Hasil lain yang dicapai dalam kegiatan PKM ini adalah meningkatnya jumlah pelaku
UMKM yang memiliki atau sedang dalam proses pengurusan legalitas usaha. Melalui
pendampingan teknis yang dilakukan secara langsung, pelaku UMKM mendapatkan
bimbingan praktis dalam mengurus legalitas usaha, khususnya pembuatan Nomor Induk
Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pendampingan ini menjadi
solusi atas kendala utama yang selama ini dihadapi UMK, yaitu kurangnya pemahaman
teknis dan ketakutan terhadap proses perizinan yang dianggap rumit.

Pada tahap pendampingan, tim PKM membantu pelaku UMKM mulai dari persiapan
dokumen administrasi, pengisian data pada sistem OSS, hingga proses penerbitan NIB.
Pendekatan ini terbukti efektif karena dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan
kemampuan serta kondisi masing-masing pelaku UMKM. Dengan adanya pendampingan
langsung, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dan tidak lagi ragu untuk mengurus
legalitas usaha mereka. Bahkan, beberapa peserta yang sebelumnya sama sekali belum
memiliki izin usaha berhasil memperoleh NIB dalam waktu relatif singkat.

s -

Gambar 1. Pemberian Materi Terkait Legalitas Usaha

Peningkatan kepemilikan legalitas usaha ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan
PKM dalam memberikan dampak nyata bagi UMKM di Kabupaten Lumajang. Legalitas
yang dimiliki memberikan peluang baru bagi UMKM untuk mengembangkan usaha secara
lebih luas, seperti mengikuti program bantuan pemerintah, mengakses pembiayaan dari
lembaga keuangan, serta menjalin kerja sama dengan mitra usaha yang lebih besar. Dengan
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demikian, legalitas usaha tidak lagi dipandang sebagai beban administratif, melainkan
sebagai aset strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM.

¥

Gambar 2. Sesi Diskusi terkait Pemahaman Legalitas Usaha bagi UMKM

c. Dampak Legalitas Usaha terhadap Pengembangan dan Daya Saing UMKM

Legalitas usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM memberikan dampak positif
terhadap pengembangan usaha dan peningkatan daya saing. Berdasarkan hasil diskusi dan
evaluasi kegiatan, pelaku UMKM mulai menyadari bahwa usaha yang memiliki legalitas
lebih mudah diterima oleh pasar, baik konsumen maupun mitra usaha. Legalitas usaha
memberikan citra profesional dan meningkatkan kepercayaan, sehingga produk atau jasa
yang ditawarkan memiliki nilai tambah dibandingkan usaha yang masih bersifat informal.

Selain itu, kepemilikan legalitas usaha membuka akses UMKM terhadap berbagai
peluang pengembangan, seperti pelatihan kewirausahaan, program inkubasi bisnis, serta
akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Banyak pelaku UMKM
yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal usaha kini memiliki peluang lebih besar
karena usaha mereka telah terdaftar secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas
usaha berperan sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk naik kelas dan berkembang secara
lebih terstruktur.

Dari sisi daya saing, legalitas usaha memungkinkan UMKM untuk memperluas
jaringan pemasaran, termasuk pemasaran digital dan kerja sama dengan platform e-
commerce. Beberapa pelaku UMKM menyampaikan bahwa setelah memiliki legalitas
usaha, mereka lebih mudah mendaftarkan produknya pada marketplace atau mengikuti
pameran resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, legalitas
usaha tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi langsung
terhadap peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM di Kabupaten Lumajang.

d. Evaluasi Pelaksanaan PKM dan Keberlanjutan Program

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan
pendampingan langsung merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman
dan kepemilikan legalitas usaha bagi UMKM. Pelaku UMKM merasa terbantu dengan
adanya bimbingan yang praktis dan mudah dipahami, terutama dalam penggunaan sistem
OSS yang sebelumnya dianggap sulit. Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh
komunikasi yang baik antara tim PKM dan peserta, sehingga tercipta suasana pembelajaran
yang interaktif dan partisipatif.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya beberapa tantangan
yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan program. Tidak semua pelaku UMKM
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memiliki kesiapan administrasi yang sama, seperti ketersediaan dokumen pendukung atau
kemampuan penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan
lanjutan yang bersifat berkelanjutan dan disesuaikan dengan karakteristik UMKM di
daerah. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta lembaga pendukung
UMKM menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan program legalisasi usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam
mendorong UMKM di Kabupaten Lumajang untuk berkembang secara legal dan
berkelanjutan. Legalitas usaha terbukti menjadi instrumen penting dalam optimalisasi
pengembangan UMKM. Ke depan, program serupa diharapkan dapat diperluas
cakupannya dan dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak UMKM yang mampu
meningkatkan kapasitas usaha, daya saing, serta peran strategisnya dalam perekonomian
daerah

4. KESIMPULAN

Legalitas usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan
dan pengembangan UMKM. Melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan yang
telah dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM
mengenai manfaat legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar
pengakuan hukum usaha. Pelaku UMKM yang sebelumnya menjalankan usaha secara
informal mulai memahami bahwa legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan
administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen,
memperoleh perlindungan hukum, serta membuka akses terhadap berbagai program
pembiayaan dan pemberdayaan usaha.

Selain itu, hasil kegiatan PKM ini juga menunjukkan bahwa pendampingan teknis
secara langsung merupakan metode yang efektif dalam mendorong UMKM untuk
mengurus dan memiliki legalitas usaha. Dengan adanya bimbingan yang praktis dan
mudah dipahami, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi proses
perizinan dan pengelolaan usaha secara formal. Kepemilikan legalitas usaha memberikan
dampak positif terhadap peningkatan daya saing, perluasan jaringan usaha, serta kesiapan
UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini
diharapkan dapat menjadi model pendampingan yang berkelanjutan dan direplikasi di
wilayah lain, dengan dukungan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan
pemangku kepentingan terkait guna memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama
perekonomian daerah..
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